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PRISMA 2020. Penelusuran pada basis data Scopus, OpenAlex, dan Sinta
- menyaring 60 artikel empiris periode 2022 hingga 2026 (30 artikel Scopus
Keyw,ord'_ ) Q1-Q2 dan 30 artikel Sinta 1-2). Hasil sintesis membuktikan tiga
Pendidikan inklusif, Sekolah ramah persoalan pokok: pertama, implementasi Sekolah Ramah Anak dan
anak; Kesetaraan gender, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 t kap kepatuh
Penyandang disabilitas; Evaluasi crmendikbudristek INomor ahun erperangkap kepatuhan
kebijakan. administratif semu, dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
terbentuk tanpa anggaran operasional dan kecakapan penanganan trauma;
kedua, penegakan tata tertib sekolah memicu pemutusan hak pendidikan
siswi akibat perkawinan anak dan kehamilan, diperparah defisit fasilitas
sanitasi gender; ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif mengalami
kelangkaan 85,17% Guru Pembimbing Khusus bersertifikat serta
ketidaksiapan Unit Layanan Disabilitas di 80% pemerintah daerah. Kajian
ini merekomendasikan tata kelola kolaboratif berbasis alokasi khusus dana
bantuan operasional sekolah dan pembukaan formasi aparatur sipil negara
bagi tenaga pendidik khusus guna menutup kesenjangan implementasi.
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi fundamental yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,
sedangkan Pasal 281 ayat (2) melarang perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Pemerintah Indonesia
telah meratifikasi instrumen hak asasi internasional utama, yaitu Konvensi Hak Anak melalui Keppres
Nomor 36 Tahun 1990, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Untuk menerjemahkan komitmen normatif tersebut, pemerintah menerbitkan kerangka regulasi
sektoral: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Permendikbudristek Nomor 46
Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
(PPKSP), serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi
Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Namun, praksis persekolahan menunjukkan jurang implementasi
(implementation gap) yang persisten antarwilayah dan jenjang pendidikan.

Data Asesmen Nasional Kemendikbudristek (2024) mencatat 36,31% siswa berada dalam
kategori rentan terhadap perundungan, 34,51% menghadapi potensi kekerasan seksual, dan 26,9%
mengalami hukuman fisik di sekolah. Pada ranah pendidikan inklusif, data Badan Pusat Statistik (2024)
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membuktikan bahwa 17,85% penyandang disabilitas usia lima tahun ke atas tidak pernah mengenyam
pendidikan formal berbanding 5,04% pada kelompok non-disabilitas, dengan 48,21% hanya
menamatkan pendidikan setingkat sekolah dasar. Selain itu, prevalensi perkawinan anak sebesar 6,92%
(BPS, 2023) menjadi pemicu utama putus sekolah bagi anak perempuan, di mana tata tertib satuan
pendidikan kerap memberlakukan sanksi pengeluaran secara sepihak terhadap siswi yang menikah atau
hamil.

Kajian ilmiah terdahulu di Indonesia cenderung terfragmentasi ke dalam telaah terpisah yang
meneliti isu ramah anak, kesetaraan gender, atau disabilitas secara parsial (Aziz, 2024; Efendi et al.,
2022; Riswari et al., 2022). Belum ada kajian literatur sistematis komprehensif yang mengintegrasikan
ketiga pilar perlindungan tersebut ke dalam kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn,
variabel implementasi George C. Edward 111, dan lensa interseksionalitas. Tinjauan literatur sistematis
ini mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menganalisis 60 artikel jurnal bereputasi periode
2022-2026 guna membedah kegagalan implementasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis
bukti. Fokus evaluasi diarahkan untuk menjawab lima pertanyaan kunci, yaitu capaian implementasi
Sekolah Ramah Anak dan regulasi anti-kekerasan di satuan pendidikan, hambatan struktural
pemenuhan hak belajar anak perempuan dari putus sekolah akibat perkawinan anak, efektivitas
penyediaan Guru Pembimbing Khusus dan Unit Layanan Disabilitas, dinamika kerentanan
interseksional di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta formulasi tata kelola kebijakan
pendidikan inklusif yang berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Protokol Tinjauan dan Kriteria Kelayakan

Kajian ini menerapkan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA 2020) (Page et al., 2021). Protokol penapisan dirancang untuk mengevaluasi
literatur ilmiah empiris yang mengevaluasi kebijakan pendidikan ramah anak, kesetaraan gender, dan
inklusi disabilitas di Indonesia. Kriteria kelayakan artikel mengacu pada kerangka PICOS (Population,
Intervention, Comparator, Outcomes, Study Design). Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal ilmiah
hasil penelitian empiris atau telaah kebijakan kritis yang terbit pada rentang tahun 2022 hingga 2026,
berfokus pada lokus pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi di
Indonesia, serta terindeks pada pangkalan data internasional bereputasi Scopus kuartil Q1 atau Q2 atau
pangkalan data nasional Sinta peringkat 1 atau 2. Sebaliknya, kriteria eksklusi menolak naskah
prosiding seminar, buku, monograf, artikel opini populer, artikel terbit sebelum tahun 2022, penelitian
tanpa data empiris kontekstual Indonesia, serta publikasi berstatus predatory atau tanpa tinjauan mitra
bestari (peer-review).
Strategi Penelusuran dan Ekstraksi Data

Penelusuran literatur dilakukan secara komprehensif pada basis data Scopus, OpenAlex, dan
Portal Sinta Kemendikbudristek menggunakan kombinasi kata kunci operator boolean: (inclusive
education OR child-friendly school OR gender equality OR disabilities) AND (policy implementation
OR policy evaluation OR special needs teacher OR educational access) AND (Indonesia). Seluruh
metadata dan berkas teks lengkap (full-text) diekstraksi ke dalam pangkalan data terstruktur
menggunakan piranti pengelola sitasi. Proses seleksi menghasilkan 60 artikel empiris terpilih yang
terdiri atas 30 artikel Scopus Q1-Q2 dan 30 artikel Sinta 1-2. Alur penapisan dan jumlah artikel pada
setiap fase seleksi dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Alur Penapisan Protokol PRISMA 2020

Tahapan PRISMA Prosedur dan Kriteria Seleksi Jumlah Artikel
Identifikasi Penelusuran basis data Scopus, OpenAlex, dan Sinta (2022-2026) 589 rekaman (312
dengan kata kunci kebijakan pendidikan inklusif, ramah anak, Scopus, 277 Sinta)
kesetaraan gender, disabilitas.
Penyaringan Pembersihan rekaman duplikat dan penapisan judul serta abstrak 341 rekaman
berdasarkan kesesuaian topik kebijakan pendidikan nasional. dieksklusi; 248
naskah disaring
Kelayakan Penilaian teks lengkap (full-text) terhadap kriteria eligibilitas 188 naskah dieksklusi
empiris, integritas data, dan metodologi teruji. (tidak memenuhi
kriteria ketat)
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Sintesis Final Penetapan artikel final bereputasi tinggi yang dianalisis secara 60 artikel terpilih (30
komprehensif ke dalam sintesis tematik dan evaluasi kebijakan. Scopus Q1-Q2, 30
Sinta 1-2)

Kerangka Analisis Data dan Evaluasi Kebijakan

Sintesis data menerapkan pendekatan kualitatif tematik deduktif-induktif dengan bantuan
pengkodean matriks analitis. Untuk menganalisis faktor penyebab disfungsi praksis di tingkat satuan
pendidikan, kajian ini menggunakan kerangka variabel implementasi kebijakan George C. Edward 111
(1980), yang mencakup aspek komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau
sikap pelaksana (dispositions), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Selanjutnya,
keberhasilan dan dampak kebijakan dievaluasi menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik
William N. Dunn (2018), yaitu efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy),
keadilan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Kedua kerangka
teori ini dipadukan dengan teori interseksionalitas (Crenshaw, 1989) guna membedah lapisan
diskriminasi majemuk yang dialami kelompok paling rentan di satuan pendidikan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Bibliometrik dan Metodologis Literatur Terpilih

Analisis terhadap 60 artikel terpilih menunjukkan dinamika publikasi yang terus meningkat
pada rentang 2022-2026: tahun 2022 menyumbang 11 artikel (18,3%), tahun 2023 menyumbang 18
artikel (30,0%), tahun 2024 menyumbang 20 artikel (33,3%), tahun 2025 menyumbang 9 artikel
(15,0%), dan tahun 2026 menyumbang 2 artikel awal (3,3%). Dari perspektif metodologi, mayoritas
studi menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan fenomenologi (34 artikel atau 56,7%), disusul
pendekatan kuantitatif survei dan regresi (14 artikel atau 23,3%), serta metode campuran explanatory
sequential (12 artikel atau 20,0%). Sebaran geografis penelitian masih didominasi oleh lokus di Pulau
Jawa dan Bali (27 artikel atau 45,0%), Sumatera (12 artikel atau 20,0%), Nusa Tenggara dan Maluku
(8 artikel atau 13,3%), Sulawesi (7 artikel atau 11,7%), serta Kalimantan dan Papua (6 artikel atau
10,0%). Konsentrasi riset di wilayah urban Jawa mengindikasikan perlunya perluasan penelitian
empiris pada ekosistem persekolahan di wilayah terluar.

Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Penanggulangan Kekerasan

Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan seluruh satuan
pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Data sintesis
menunjukkan bahwa tingkat pembentukan TPPK secara nasional telah melampaui 93% di jenjang
sekolah dasar dan menengah. Namun, telaah kritis membuktikan bahwa pembentukan tim tersebut
terperangkap dalam kepatuhan administratif semu (compliance on paper) (Miftahudin et al., 2023;
Qodriani et al., 2023). Mayoritas tim dibentuk hanya demi memenuhi kelengkapan verifikasi akreditasi
sekolah dan sinkronisasi data pokok pendidikan (Dapodik), tanpa dibekali uraian tugas fungsional yang
berjalan di lapangan. Sekolah tidak mengalokasikan anggaran operasional penanganan kekerasan dan
tidak memberikan pelatihan penanganan trauma (trauma-informed care) bagi anggota tim.

Hambatan kultural turut melumpuhkan fungsi pelaporan kasus kekerasan di sekolah. Studi
empiris (Ansori, 2023; Haryono, 2024; Rasyid, 2024) mengungkapkan adanya fenomena kekhawatiran
reputasi (reputational fear). Pimpinan sekolah dan yayasan cenderung meredam laporan perundungan,
kekerasan fisik, dan pelecehan seksual demi mempertahankan citra publik dan status akreditasi institusi.
Penyelesaian sengketa kerap dipaksakan melalui jalur mediasi kekeluargaan yang merugikan posisi
psikologis korban. Mekanisme pelaporan belum menjamin kerahasiaan identitas dan perlindungan
pelapor (whistleblower protection), sehingga menciptakan keengganan struktural bagi murid untuk
mengadukan perlakuan kekerasan yang mereka alami (Fauzi et al., 2023; Nurcahyo, 2023).

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Ramah Perempuan dan Kesetaraan Gender

Sintesis terhadap studi bertema gender (Agustin, 2023; Handayani et al., 2024; Sari et al., 2023;
Waulandari & Hartono, 2024) menemukan adanya ilusi kesetaraan gender dalam kebijakan pendidikan
nasional. Meskipun angka partisipasi murni (APM) perempuan telah menyamai bahkan melampaui
laki-laki di jenjang sekolah menengah, anak perempuan menghadapi diskriminasi institusional yang
akut ketika bersinggungan dengan persoalan perkawinan anak dan kehamilan remaja. Satuan
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pendidikan masih memberlakukan tata tertib punitif yang mengeluarkan siswi hamil secara sepihak,
dengan alasan menjaga ketertiban moral dan norma sosial lingkungan sekolah.

Tindakan pengeluaran sepihak tersebut melanggar hak konstitusional anak perempuan atas
pendidikan dasar 12 tahun. Opsi pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Paket C seringkali menjadi jalan keluar tunggal yang menempatkan beban sanksi sosial
sepenuhnya pada siswi, sementara pasangan laki-laki kerap tidak menerima konsekuensi akademik
serupa (Fitriani & Rahmawati, 2024; Mardhotillah et al., 2023). Selain itu, pemenuhan sarana air,
sanitasi, dan kebersihan (water, sanitation, and hygiene/WASH) yang responsif gender belum
terpenuhi. Lebih dari 40% sekolah dasar dan menengah di daerah pedesaan tidak menyediakan toilet
terpisah yang aman dan higienis, sehingga memicu ketidakhadiran berkala siswi selama masa
menstruasi sebesar 18% hingga 24% (Kurniawati, 2023; Setyowati et al., 2023).

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Kajian literatur terhadap 28 artikel inklusi disabilitas menyingkap krisis akut pada
penyelenggaraan sekolah inklusi formal di Indonesia. Meskipun regulasi mewajibkan sekolah negeri
menerima peserta didik penyandang disabilitas (PDBK), penyelenggaraan pendidikan inklusif
mengalami kelangkaan tenaga pendidik ahli (Efendi et al., 2022; Hermanto et al., 2024; Rasmitadila et
al., 2023). Sebanyak 85,17% sekolah inklusi reguler tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK)
yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Beban modifikasi kurikulum, pembuatan program
pembelajaran individual (PPI), dan pendampingan perilaku dibebankan kepada guru kelas reguler yang
tidak pernah memperoleh pelatihan inklusi memadai.

Kondisi tersebut memicu kecemasan dan resistensi guru, serta mendorong terjadinya praktik
pull-out semu di mana siswa disabilitas diisolasi di sudut ruang kelas tanpa pembelajaran yang
bermakna (Kurnia et al., 2024; Maryani et al., 2023; Prasetyo & Ediyanto, 2023). Di tingkat daerah,
mandat pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai Pasal 42 UU Nomor 8 Tahun 2016 dan
PP Nomor 13 Tahun 2020 diabaikan oleh lebih dari 80% pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah
daerah berdalih mengalami keterbatasan fiskal dan ketidakjelasan petunjuk teknis kelembagaan (Anwar
et al., 2025; Hidayat et al., 2023; Yulianto & Rahayu, 2024). Akibatnya, sekolah inklusi tidak memiliki
rujukan profesional untuk proses asesmen diagnostik, intervensi dini, dan penyediaan alat bantu belajar
adaptif.

Analisis Interseksionalitas Kerentanan di Wilayah 3T

Temuan paling kritis dari sintesis 60 artikel empiris adalah bekerjanya jebakan kerentanan
berlipat (intersectional trap) pada peserta didik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta
komunitas perdesaan miskin (Arifah et al., 2023; Harahap & Siregar, 2023; Irawan et al., 2024;
Suparman et al., 2024). Anak perempuan penyandang disabilitas dari keluarga miskin di wilayah 3T
menanggung kerentanan empat lapis: kemiskinan struktural keluarga yang menempatkan biaya
pendidikan anak disabilitas sebagai beban ekonomi non-prioritas, hambatan geografis ekstrem dengan
ketiadaan transportasi umum aksesibel menuju sekolah, ketiadaan sarana prasarana sekolah ramah
disabilitas, dan stigma sosial budaya patriarkal yang memposisikan anak perempuan disabilitas tidak
bernilai investasi masa depan.

Data empiris membuktikan bahwa kelompok interseksional ini menghadapi risiko putus
sekolah empat kali lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki non-disabilitas di wilayah perkotaan
(Agussalim & Hasniati, 2024; Pratama & Lestari, 2024; Utami & Wijayanti, 2023). Program afirmatif
pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan afirmasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
belum memasukkan variabel kerentanan interseksional sebagai bobot penentu besaran bantuan,
sehingga bantuan finansial yang disalurkan gagal mengatasi hambatan mobilitas dan pemenuhan alat
bantu dengar atau kursi roda di daerah terpencil.

Analisis Kesenjangan Implementasi Melalui Kerangka George C. Edward 111

Hasil sintesis 60 artikel membuktikan bahwa kegagalan transformasi kebijakan pendidikan
inklusif di Indonesia berakar pada disfungsi empat variabel implementasi kebijakan dalam kerangka
George C. Edward III (1980):

Pertama, variabel komunikasi kebijakan (communication) mengalami transmisi yang tidak
tuntas dan inkonsistensi tafsir regulasi. Instruksi pembentukan TPPK dan SRA dari Kemendikbudristek
tersosialisasi masif di tingkat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten, namun terhenti pada ranah
sosialisasi administratif tanpa petunjuk teknis operasional penanganan trauma (Damayanti & Nugroho,
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2023; Wahyuni, 2024). Sekolah menafsirkan kebijakan sebatas kewajiban unggah dokumen surat
keputusan (SK) ke dalam sistem Dapodik.

Kedua, variabel sumber daya (resources) mencatat defisit paling parah, baik pada dimensi
anggaran keuangan maupun kompetensi sumber daya manusia. Tidak ada kode rekening wajib
(earmarked budget) dalam formula Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk intervensi
akomodasi ramah anak, sanitasi perempuan, dan materi adaptif disabilitas (Farida et al., 2024; Wibowo
& Santoso, 2023). Defisit 85% GPK di sekolah reguler memperparah ketimpangan karena formasi
aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hampir seluruhnya
dialokasikan untuk guru mata pelajaran umum.

Ketiga, variabel disposisi (dispositions) diwarnai resistensi birokratis dan budaya menyangkal
(denial culture). Pimpinan satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah memandang isu inklusi dan
ramah anak sebagai program penugasan tambahan kementerian yang memberatkan beban kerja
administratif sekolah (Kusuma, 2023; Permatasari & Indrawati, 2024). Disposisi kepala sekolah yang
defensif terhadap laporan kekerasan menutup ruang pengungkapan fakta demi reputasi sekolah.

Keempat, variabel struktur birokrasi (bureaucratic structure) mengalami fragmentasi tata
kelola dan ketiadaan koordinasi antar-instansi. Isu pendidikan inklusif dan ramah anak melibatkan
sedikitnya empat kementerian dan dinas teknis, yaitu Kemendikbudristek, Kementerian Agama,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Kementerian Sosial.
Namun, mekanisme kolaborasi antar-lembaga tidak berjalan karena ketiadaan standar operasional
prosedur (SOP) terpadu di tingkat daerah (Setiawan & Hartini, 2023; Syahrir et al., 2024).

Evaluasi Kinerja Kebijakan Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Evaluasi komparatif terhadap implementasi kebijakan berdasarkan enam kriteria evaluasi
kebijakan publik William N. Dunn (2018) menghasilkan pemetaan kinerja yang dirangkum pada Tabel
2.

Tabel 2 Matriks Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan George C. Edward 111

Korelasi Variabel Edward
111

Kriteria Evaluasi Dunn Temuan Sintesis Empiris (60 Artikel)

Komunikasi bersifat
formalitas semu; disposisi
pelaksana cenderung
menutup kasus demi
reputasi.

Efektivitas (Effectiveness) Pembentukan TPPK di 93,63% sekolah tidak berkorelasi
dengan penurunan angka kekerasan; 36,31% murid tetap
berisiko perundungan dan 34,51% menghadapi kekerasan
seksual.

Sumber daya finansial
minim; ketergantungan

Alokasi anggaran pendidikan terfragmentasi; tidak ada kode
rekening khusus akomodasi layak dan materi adaptif dalam

Efisiensi (Efficiency)

pos belanja BOSP reguler. ekstrem pada iuran komite
sekolah yang memperlebar
kesenjangan.

Kecukupan (Adequacy) Sebanyak 85,17% sekolah inklusi tidak memiliki GPK Defisit sumber daya
tersertifikasi; fasilitas fisik aksesibel hanya tersedia di manusia akut; birokrasi
kurang dari 12% sekolah umum. pengadaan guru ASN tidak

membuka formasi khusus
GPK.

Keadilan (Equity) Kesenjangan tajam antara wilayah perkotaan Jawa dan Struktur birokrasi
daerah 3T; anak perempuan disabilitas di perdesaan tersentralisasi; distribusi
mengalami risiko putus sekolah 4 kali lipat lebih tinggi. alokasi DAK Fisik belum

memprioritaskan sekolah
inklusi terpencil.

Responsivitas Sistem pelaporan kekerasan belum menjamin kerahasiaan Disposisi punitif dan

(Responsiveness) dan pemulihan trauma; siswi hamil mengalami pemutusan resistensi kultural aparat
hak sekolah sepihak. sekolah menghalangi

pemenuhan hak korban.

Ketepatan Kurikulum Merdeka menyediakan fleksibilitas teoretis, Komunikasi teknis lemah;

(Appropriateness) namun instrumen penilaian dan profil belajar peserta didik panduan operasional

belum dikuasai guru reguler.

kementerian tidak diiringi
bimbingan teknis intensif.
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Rekomendasi Kebijakan Strategis dan Implikasi Praktis

Untuk membongkar kebuntuan implementasi kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan,
dan disabilitas di Indonesia, kajian literatur sistematis ini merekomendasikan peta jalan reformasi
kebijakan terintegrasi ke dalam lima ranah tindakan deskriptif:

Pertama, penegakan hukum administratif dan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan
inklusif wajib. Kementerian Dalam Negeri bersama Kemendikbudristek harus menetapkan indikator
operasional ULD dan ketiadaan kasus kekerasan sebagai indikator kinerja kunci (IKU) wajib dalam
evaluasi kinerja kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah daerah yang tidak membentuk
ULD dan tidak mengalokasikan anggaran operasional layanan disabilitas harus dikenakan sanksi
penangguhan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang pendidikan.

Kedua, penetapan alokasi pagu anggaran wajib (earmarked budget) dalam BOSP. Kementerian
Keuangan dan Kemendikbudristek perlu merevisi regulasi petunjuk teknis BOSP dengan menetapkan
alokasi minimal 7,5% dari total dana BOSP reguler khusus untuk pembiayaan pencegahan kekerasan
anak, manajemen kebersihan menstruasi bagi siswi, dan pengadaan materi ajar adaptif bagi peserta
didik disabilitas. Selain itu, formula perhitungan BOSP harus memasukkan indeks koefisien afirmasi
ganda bagi sekolah inklusi di wilayah 3T.

Ketiga, pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN) PPPK khusus Guru Pembimbing
Khusus secara nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB) bersama Kemendikbudristek harus membuka formasi rekrutmen ASN PPPK
minimal 25.000 formasi GPK berkualifikasi sarjana pendidikan luar biasa. Penempatan tenaga GPK
dapat dilakukan dengan skema guru kunjung lintas sekolah (itinerant teacher model) berbasis gugus
kecamatan, sehingga satu GPK dapat melayani 3 hingga 5 sekolah inklusi secara terencana.

Keempat, penghapusan regulasi tata tertib sekolah punitif terhadap peserta didik rentan.
Kemendikbudristek harus menerbitkan surat edaran bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak yang melarang keras praktik pemberhentian atau pengeluaran siswi dari sekolah
dengan alasan perkawinan anak atau kehamilan. Satuan pendidikan wajib memfasilitasi cuti akademik
sementara dan menyediakan opsi pembelajaran daring atau pendampingan konseling guna memastikan
keberlanjutan hak belajar siswi hingga menyelesaikan pendidikan menengah.

Kelima, penguatan koordinasi lintas sektor dan pusat pemulihan terpadu berbasis sekolah.
Pemerintah perlu melembagakan koordinasi operasional antara Tim TPPK satuan pendidikan dengan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA), dan Puskesmas setempat. Integrasi ini memastikan setiap laporan perundungan
dan kekerasan seksual di satuan pendidikan langsung memperoleh penanganan medis, pendampingan
hukum, dan pemulihan trauma komprehensif tanpa membebani keuangan mandiri korban.

KESIMPULAN

Tinjauan literatur sistematis terhadap 60 artikel jurnal bereputasi periode 2022-2026
membuktikan bahwa kebijakan pendidikan ramah anak, kesetaraan gender, dan inklusi disabilitas di
Indonesia masih terperangkap dalam jurang pemisah yang lebar antara kemegahan regulasi normatif
dengan realitas praksis di satuan pendidikan. Implementasi kebijakan terhambat oleh kepatuhan
administratif semu pada program SRA dan PPKSP, pendekatan punitif yang mendepak siswi hamil dari
hak bersekolah, defisit ekstrem 85% Guru Pembimbing Khusus di sekolah reguler, keengganan 80%
pemerintah daerah mendanai Unit Layanan Disabilitas, serta bekerjanya jebakan kerentanan
interseksional di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk mentransformasi kebijakan dari
sebatas dokumen kepatuhan formal menjadi praksis yang memberdayakan, Indonesia membutuhkan
reformasi tata kelola struktural melalui intervensi anggaran afirmatif BOSP berbobot kerentanan,
pengadaan formasi nasional ASN GPK model guru kunjung, penegakan SPM wajib bagi kepala daerah
berkonsekuensi sanksi fiskal, serta jaminan perlindungan hak belajar berkelanjutan bagi anak
perempuan dan penyandang disabilitas.

Keterbatasan kajian ini terletak pada fokus penelaahan yang bertumpu pada publikasi jurnal
ilmiah terindeks Scopus dan Sinta, sehingga laporan evaluasi internal kementerian dan data dinas daerah
yang belum terbit di jurnal akademik tidak terjangkau dalam analisis. Penelitian masa depan disarankan
memperluas kajian melalui investigasi empiris kuantitatif berskala nasional terhadap efektivitas
pembiayaan BOSP afirmasi di wilayah 3T, serta melakukan studi longitudinal terhadap dampak
penerapan intervensi trauma-informed care di sekolah inklusi percontohan.
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